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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan
Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-
undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan
penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan
Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan
Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Pelibatan
masyarakat ini menjadi penting seiring dengan adanya konsep
pembangunan berkelanjutan. Serta adanya pelibatan masyarakat juga
dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik lebih tepat

sasarar.

Dalam mengamanatkan UU No. 25 tahun 2009 maupun PP No. 96
Tahun 2012 maka disusun Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017
tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit
Penyelenggara Pelayanan Publik. Pedoman ini memberikan gambaran bagi
penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat dalam penilaian
kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan yang
diberikan. Penilaian masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik
akan diukur berdasarkan 9 (sembilan) unsur yang berkaitan dengan

standar pelayanan, sarana prasarana, serta konsultasi pengaduan.

Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara sebagai salah
satu penyedia layanan publik di Provinsi Kalimantan Tengah, maka perlu
diselenggarakan survei atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna
layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Dengan berpedoman
pada Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017, maka telah dilakukan
pengukuran atas kepuasan masyarakat. Hasil SKM yang didapat
merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat.
Dengan elaborasi metode pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas

pendapat masyarakat, maka akan didapatkan kualitas data yang akurat



dan komprehensif. Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi
dan bahan masukan bagi penyelenggara layanan publik untuk terus-
menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan prima dapat
segera dicapai. Dengan tercapainya pelayanan prima maka harapan dan
tuntutan masyarakat atas hak-hak mereka sebagai warga negara dapat
terpenuhi.

1.2 Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat

a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan
Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

c. Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman
Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara
Pelayanan Publik.

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang
Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan.

e. Keputusan Menteri PANRB Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman
Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi instansi
pemerintah.

f. Keputusan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman
Umum Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit
Penyelenggara Pelayanan Publik.

g. Peraturan Bupati Sukamara Nomor 188.45/285/2022 tentang
Perubahan Atas Keputusan Bupati Sukamara  Nomor
188.45/234 /2022 tentang Standar Pelayanan Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara.



1.3

Maksud dan Tujuan

Tujuan pelaksanaan SKM adalah untuk mengetahui gambaran

kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat

masyarakat, terhadap mutu dan kualitas pelayanan dokumen administrasi

kependudukan dan pencatatan sipil yang telah diberikan oleh Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara.

Adapun sasaran dilakukannya SKM adalah :

1.

Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam

menilai kinerja penyelenggara pelayanan;

. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan

kualitas pelayanan publik;
Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk menjadi lebih

inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik;

. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap

pelayanan publik yang diberikan.

Dengan dilakukan SKM dapat diperoleh manfaat, antara lain:

1.

Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur

dalam penyelenggara pelayanan publik;

. Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan

oleh unit pelayanan publik secara periodik;

. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya

tindak lanjut yang perlu dilakukan atas hasil Survei Kepuasan

Masyarakat;

. Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap

hasil pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup Pemerintah Pusat

dan Daerah;

. Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan pada

lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah dalam upaya peningkatan
kinerja pelayanan;
Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit

pelayanan.



BAB II

PENGUMPULAN DATA SKM

2.1 Pelaksana SKM
Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan secara mandiri pada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara dengan

membentuk tim pelaksana kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat.

2.2 Metode Pengumpulan Data

Pelaksanaan SKM menggunakan kuesioner manual yang disebarkan
kepada pengguna layanan. Kuesioner terdiri atas 9 pertanyaan sesuai dengan
jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang
diterima berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017
tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara
Pelayanan Publik. Kesembilan unsur yang ditanyakan dalam kuesioner SKM

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara yaitu :

1. Persyaratan : Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam
pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun
administratif.

2. Sistem, mekanisme dan prosedur : Prosedur adalah tata cara
pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan,
termasuk pengaduan.

3. Waktu penyelesaian : Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang
diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap
jenis pelayanan.

4. Biaya/ tarif : Biaya/ tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada
penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan
dari penyelenggara yang Dbesarnya ditetapkan berdasarkan

kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.



5. Produk spesifikasi jenis pelayanan : Produk spesifikasi jenis
pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai
dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini
merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. Kompetensi pelaksana : Kompetensi pelaksana adalah kemampuan
yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian,
ketrampilan dan pengalaman

7. Perilaku pelaksana : Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam
memberikan pelayanan.

8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan : Penanganan
pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan
penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

9. Sarana dan prasarana : Sarana adalah segala sesuatu yang dapat
dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana
adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama
terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana
digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan

prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

2.3 Lokasi Pengumpulan Data

Lokasi dan waktu pengumpulan data dilakukan di lokasi unit
pelayanan pada waktu jam layanan sedang sibuk. Sedangkan pengisian
kuesioner dilakukan sendiri oleh responden sebagai penerima layanan dan
hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah disediakan. Dengan cara ini
penerima layanan aktif melakukan pengisian sendiri atas himbauan dari unit

pelayanan yang bersangkutan.

2.4 Waktu Pelaksanaan SKM

Survei dilakukan secara periodik dengan jangka waktu (periode) tertentu
yaitu 1 (satu) tahun dan jadwal pelaksanaan penyusunan Survei Kepuasan
Masyarakat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Sukamara dilakukan selama 3 (tiga) bulan dengan tahapan pada jadwal tabel

berikut:



Tabel 2.1
Jadwal Survei Kepuasan Masyarakat

Jumlah
No. Kegiatan Waktu Pelaksanaan Hari
Kerja
1. | Persiapan April 2024 13
2. | Pengumpulan Data April-Juni 2024 60
3. | Pengolahan Data dan Analisis Hasil | Juli 2024 3
4. | Penyusunan dan Pelaporan Hasil | Juli 2024 5
2.5 Penentuan Jumlah Responden

Dalam penentuan responden, terlebih dahulu ditentukan jumlah

populasi penerima layanan (jumlah pemohon) dari seluruh jenis pelayanan

pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara

berdasarkan periode survei sebelumnya. Jika dilihat dari perkiraan jumlah

penerima layanan tahun 2024, maka populasi penerima layanan pada Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara dalam kurun

waktu Triwulan I ini adalah sebanyak 77 orang. Selanjutnya responden

dipilih secara acak dari setiap jenis pelayanan besaran sampel dan populasi

menggunakan tabel sampel dari Krejcie and Morgan. Berdasarkan Tabel

Krejcie and Morgan, jumlah minimum sampel responden yang harus

dikumpulkan dalam Dua Triwulan ini SKM adalah 375 orang.




Gambar 2.2 Tabel Sampel Morgan dan Krejcie

Populasi Sample Populasi Sample Populasi Sample
(N) (n) (N) (n) (N) (n)
10 10 220 140 1200 291
15 14 230 144 1300 297
20 19 240 148 1400 302
25 24 250 152 1500 306
30 28 260 155 1600 310
35 32 270 159 1700 313
40 36 280 162 1800 317
45 40 290 165 1900 320
50 44 300 169 2000 322
55 48 320 175 2200 327
60 52 340 181 2400 331
65 56 360 186 2600 335
70 59 380 191 2800 338
75 63 400 196 3000 341
80 66 420 201 3500 346
85 70 440 205 4000 351
90 73 460 210 4500 354
95 76 480 214 5000 357
100 80 500 217 6000 361
110 86 550 226 7000 364
120 92 600 234 8000 367
130 97 650 242 9000 368
140 103 700 248 10000 370
150 108 750 254 15000 375
160 113 800 260 20000 377
170 118 850 265 30000 379
180 123 900 274 40000 380
190 127 950 278 50000 381
200 132 1000 278 75000 382
210 136 1100 285 1000000 384




BAB III

HASIL PENGOLAHAN DATA SKM
3.1 Jumlah Responden SKM

Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah responden penerima

layanan yang diperoleh yaitu 120 orang responden, dengan rincian sebagai

berikut :
NO | KARAKTERISTIK INDIKATOR JUMLAH | PERSENTASE

1 JENIS KELAMIN | LAKI 63 52,50
PEREMPUAN 57 47,40
2 PENDIDIKAN SD KE BAWAH 19 15,83
SMP 0 0,00
SMA 53 44,16
DIII 31 25,83
S1 17 15,58
S2 0 0,00
3 PEKERJAAN ASN 17 14,16
TNI 0 0,00
SWASTA 25 20,83
WIRASWASTA 9 7,50
PELAJAR 17 14,16
LAINNYA 52 43,33
4 | JENIS LAYANAN | KTP-el 67 55,83
KK 26 21,66

KIA (KARTU
IDENTITAS ANAK) ® 0,67




SKPDWNI ANTAR
KABUPATEN/KOTA/ 3 2,50
PROVINSI

AKTA KELAHIRAN 9 7,50
AKTA KEMATIAN 6 5,00
AKTA PERKAWINAN 0 0,00

3.2 Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan PerUnsur Layanan)

Pengolahan data SKM menggunakan excel template olah data SKM dan
diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 1. Detail Nilai SKM Per Unsur

Nilai Unsur Pelayanan

U7 U8

U3 U4 US Ue

Ul U2

IKM per

3,701 3,805 3,883 3,922 3,701 3,831 3,805 3,896 3,896
unsur
Kategori A A A A A A A A A
IKM Unit 95,60
Layanan

Gambar 1. Grafik Nilai SKM Per Unsur

IKM per Unsur pada Disdukcapil Kabupaten Sukamara
Triwulan II Tahun 2024
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BAB IV

ANALISIS HASIL SKM

4.1 Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa :

1.

Kesesuaian Persyaratan dan Kesesuaian Produk Layanan,
mendapatkan nilai terendah yaitu 3,701. Selanjutnya unsur
Prosedur Pelayanan dan Perilaku Petugas Pelayanan
mendapatkan nilai 3,805 adalah nilai terendah kedua. Begitu juga
unsur Kompetensi Petugas mendapat nilai 3,831 termasuk unsur

ketiga terendah.

. Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu unsur

Kesesuaian Tarif mendapatkan nilai 3,922, unsur Penanganan
Pengaduan dan Sarana Prasarana dengan nilai tertinggi kedua
yaitu 3,896 dan unsur Kecepatan Pelayanan mendapatkan nilai

tertinggi ketiga yaitu 3,883.

Berdasarkan hasil rekapitulasi saran/kritik serta pengaduan yang

masuk melalui berbagai kanal aduan yang telah disediakan, diperoleh

beberapa aduan yang menjadi perhatian dan dapat digunakan dalam

pembahasan rencana tindak lanjut yaitu sebagai berikut :

“Pelayanan sangat memuaskan petugasnya sangat ramah”
“tingkatkan pelayanan untuk masyarakat Kabupaten Sukamara”
“Supaya Pelayanan Prima lebih maksimal dan kompeten”

“Tetap berikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh warga
Sukamara”

“Tingkatkan terus pelayanan”

“Pelayanan sudah memuaskan karena langsung dilayani dengan
cepat,pertahankan terus pelayanan seperti ini”

“Pelayanan sangat baik, ramah, dan cepat”

“Pelayanannya sangat baik dan cepat”

10



Adapun kondisi permasalahan/kekurangan dari unsur pelayanan dapat

digambarkan sebagai berikut :

Kesesuaian Persyaratan masih dianggap sepele oleh masyarakat
dimana, diantaranya kelengkapan berkas dalam kepengurusan
dokumen adminduk tersebut. Masyarakat menginginkan untuk
persyaratan administrasi tidak terlalu banyak dan rumit hal tersebut
menyebabkan rasa malas dari masyarakat untuk mengurus dokumen
adminduk mereka. Persyaratan dalam kepengurusan dokumen
adminduk yang diinginkan oleh masyarakat berupa persyaratan yang
sedikit tidak dan mudah dipahami oleh masyarakat.

Kesesuaian Produk Layanan yang menjadi penilaian terendah pertama
adalah masih kurangnya pemahaman bagi masyarakat dalam mengisi
kuesioner yang mana maksud dari kesesuaian produk layanan adalah
hasil dari pelayanan yang diberikan dan diterima oleh pengguna telah
sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan yang tercantum dalam SK
penetapan Standar Pelayanan.

Prosedur Pelayanan, masyarakat masih menanggap bahwa prosedur
pelayanan yang diberikan oleh Dinas Dukcapil Kab. Sukamara masih
berbelit-belit sehingga masyarakat enggan untuk mengurus dokumen
kependudukan.

Perilaku Petugas Pelayanan, masyarakat masih beranggapan bahwa
petugas pelayanan masih kurang dalammenerapkan budaya 5SS
(Salam, Senyum, Sapa, Sopan dan Santun) sesuai dengan budaya
pelayanan.

Kompetensi Petugas Pelayanan, menurut masyarakat masih ada yang
tidak terampil (seperti memberikan penjelasan terkait peraturan) serta
Kemampuan petugas tidak merata dalam memberikan pelayanan

adminduk.
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4.2 Rencana Tindak Lanjut

Hasil analisa tersebut dalam rangka untuk perbaikan kualitas pelayan
publik maupun pengambilan kebijakan dalam rangka pelayanan publik. Oleh
karena itu, hasil analisa ini dibuatkan dan direncanakan tindak lanjut
perbaikan. Rencana tindak lanjut perbaikan dilakukan dengan prioritas

dimulai dari unsur yang paling rendah hasilnya.

Pembahasan rencana tindak lanjut hasil SKM dilakukan melalui rapat
intern Dinas Dukcapil Kabupaten Sukamara pada tanggal, (Notulen Rapat
Terlampir). Penentuan perbaikan direncanakan tindak lanjut dengan
prioritas perbaikan jangka pendek (kurang dari 12 bulan), jangka menengah
(lebih dari 12 bulan, kurang dari 24 bulan), atau jangka panjang (lebih dari
24 bulan). Rencana tindak lanjut perbaikan hasil SKM dituangkan dalam
tabel berikut:

Prioritas Program / Penanggung

Unsur Kegiatan NER£:1 )
TW TW TW TW

I II I 1Iv

1 Kesesuaian Peningkatan \ \ vV Kepala
Persyaratan SDM, Kecepatan , Dinas
dan Ketelitian Petugas

Kesesuaian  Operator SIAK

Produk
Layanan

2 Prosedur Peningkatan SDM, \ \ v Kepala
Pelayanan Kecepatan dan Dinas

dan Perilaku Ketelitian,

Petugas membudayakan
Pelayanan budaya pelayanan
5S

12



Peningkatan

SDM /Kompetensi,
melaksanakan
Bimtek Pelatihan
Petugas
Pelayanan/Operat

or

4.3 Tren Nilai SKM

Untuk membandingkan indeks kinerja unit pelayanan secara berkala
atau melihat perubahan tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima
pelayanan publik diperlukan survei secara periodik dan berkesinambungan.
Hasil analisa survei dipergunakan untuk melakukan evaluasi kepuasan
masyarakat terhadap layanan yang diberikan, sebagai bahan pengambilan
kebijakan terkait pelayanan publik serta melihat kecenderungan (tren)
layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada masyarakat serta
kinerja dari penyelenggara pelayanan publik. Tren tingkat kepuasan
penerima layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Sukamara dapat dilihat melalui grafik berikut :

NILAI IKM DISDUKCAPIL KABUPATEN SUKAMARA
TRIWULAN Il 2024

95,67

13



Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa terjadi konsistensi
peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari Triwulan I
sampai dengan Triwulan II Periode 2024 pada Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara.
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BAB V

KESIMPULAN

Dalam melaksanakan tugas Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) selama
satu periode mulai April hingga Juni 2024, dapat disimpulkan sebagai
berikut:

e Unsur Pelaksanaan pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara, secara umum mencerminkan
tingkat kualitas yang Sangat Baik dengan nilai SKM 95,67. Sehingga
nilai SKM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten
Sukamara Menunjukkan Kosistensi Peningkatan kinerja
penyelenggaraan pelayanan publik dari penilaian IKM Triwulan I
hingga Triwulan II 2024.

e Unsur pelayanan yang termasuk ketiga unsur terendah menjadi
prioritas perbaikan yaitu, Kesesuaian Persyaratan dan Kesesuaian
Produk Layanan, Prosedur Pelayanan dan Perilaku Petugas
Pelayanan, dan kompetensi petugas.

e Sedangkan ketiga unsur layanan dengan nilai teringgi yaitu
Kompetensi Petugas mendapatkan nilai 3,961, unsur
Kesesuaian/Kewajaran Biaya dengan nilai tertinggi kedua yaitu 3,922
dan unsur Kualitas Sarana dan Prasarana mendapatkan nilai tertinggi

ketiga yaitu 3,896.

Sukamara, 02 Juli 2024
Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NIP. 196503181987021003

15



LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Kuesioner Secara Manual

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

JE. THIK Riwst Ka TTelp/Fax |0532)] 26576 SUKAMARA 74714

@ PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA

KUESIONER

SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) TAHUN 2024
PADA UNIT LAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SUKAMARA

O 1300- 17.00¢

Tanggal Survei : Jam Survei [ oson 12004

PROFIL
Jenis Kelamin + :J L O P Usia & .o tahun
Pendidikan Osp Osme  Osma Osi s [1ss
Pekerjaan Oens OQma [JroLrs [ SWASTA [JWIRAUSAHA
[ LAINNY A P

Jenis Layvanan yang diterima
Misal (KTP, KK, KIA, SKFDWNI, Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, dll)

PENDAPAT RESPONDEN TENTANG PELAYANAN
(Lingkart kode huruf sesual jawaban masyarakat/ responden

L&) P
1 pendap Saud tang LS Pendap 4 ang
» lan peesy pelay yung kump: /o » petug:
harus  dipenwhl  dengan  persy pelaysnan®
Iny yang ditnf dkan? o Thlak hongwsn 1
» Tidak setninnd ] 0. Kuarang kompesen J
W Kurang sosonl 4 r. Kosge ler) A
v, ot 1 d.Sangst Kompeaon 1
A Sangst wesial 1
7. | Bagai ry v} prilain
2. | Bagei d. Sand petages  dalam  pelayaman  terkait
kemandah prosedur  pel untnk kracp dan & 4
mandapatkan layanan? A THlak gl dan sty 1
w Telak musialy 1 b Ramng sopan dan camal 2
b Kurang nnstaly 4 . Sopan dan sunnh A
. Mudah 2 A, Sangm sepan San st 1
o Sungst Mudaty 1
LA Pendup 4
EEES d d (! hualites snrans dan prasarens?
hecepatan  jJangha waktu penyelesalan a Duruk 1
pelxyanan ’.‘u nait ind B Cuboap 4
A Tetak copat ] Mk 3
U Kursiig copat 2 o Sang baik il
o, Copat J
ol Ranget repul 1 9 Bagnl pendapat o
P pengad penggena
“ gal pendap d tang laysnan?
hesesunlan Dlays/tarll yang dibayarkan o Tk wwlu 1
d diindo e . A tag tdak berfongs) 2
o Todak senussd rangwt mahal ] . Perfuanged Kustsng ntakstonl 3
U Kurung sesud fesbongs mahod) 4 . Drilerdoln derggaes Lads “
oL Hesial fmgrah) )
o Sanpgat wewmind (rotis) 4
| Bagal pendap d. aild Satun/ Masakang Peodupat
» " duk pelay antars yang
i dalasn  standar  pelay
deognn hasdl yang diberihan,
» Tulink senian ]
b Wurmng sestsal 2
r. Sevuni 4
o Bungs wewanl 1
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2. Hasil Olah Data SKM

UNIT FELAYANAN

ALAMAT L TNIK RIW
TELY) FAX ) MATH
E-AALL playunan

PELAYANAN ADMINLS

NO, RESPONDEN

| ' ‘
| ) [}
| | \
'
| 4 [}
| [} )
| ) )
| [} '
| ‘ )
] ]
| [} 4
)
| ] '
| [} '
| [} [}
[} )
| [} [}
L
) )
\ [} '
"
| [} '
| [} \
"
| ‘ '
" $
\ ) )
n
| \ [}
| [} l}
| } }
\ ' '
A
| ' 4
\ ] '
2
| ' '
\ ‘ '
n
| [} }
Y
| ' [}
" '
l} 4
1 4
\ ) '
| [} '
)
\ ‘ '
»
| [} \
\ ' \
* ‘.
| [} [}
| ) \
i :
4 \
" .
\ ] '
"
\ \ \
\
| ‘ '
w !
| ' '
N

DISDURKCAML KABLUPATEN &
TRMT

S0 212

LIDLICA!

‘
'
'
'
'
'
‘
|
i
'
|
'
'
|
‘
'
'
'
‘
\
'
'
‘
‘
|
\
'
'
‘
‘
|
|
'
1

RAMANN

A ginini

DAN

v Keprasman Masyarakst Travulan Il

PENGOLAMAN DATA HASIL SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT PER RESPONDEN DAN UNSUR PELAYANAN

s .
\ '

' 4 {
) | {
' ' {
' { {
' ' {

‘ .

' { |
} ' {
- .

‘ 4
' 4 {
' { {
' 4 {
' ' {
4 { {
‘ .
' \ {
' 4
: .
' 4 |
) 4
' 4
) \ {
' 4 {
{
‘ )
' 4 {
‘ 4
' .
1} 4
' 4
' ‘ {
} |
' ' {
' '
} |
‘ '
' 4
' 4
\
' ' {
\ {
' ' {
' ‘.
} {
' + {
' s
) { {
' '
} {
' + {
) 4
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KM UNTT PELAYANAN |
MUTU FELAYANAN

‘ ‘ ‘ ‘ .
o \ 1 |
1a ' J | '
o 1 1
O 4 ' ‘ { ‘ \
) ‘ \ ' '
O ‘ ‘ ‘ 4 4
108 ' \ | |
o s ‘ ‘ ‘ 4 ) s
' ' |
' ' | ' )
' 1 '
' i { ‘ '
4 ‘ \ ' ' \
1) s ' ‘ ‘ i )
' \ \ '
: ‘ ‘ ‘ 4 .
» \ 1 1
' ' | '
) s ) i ' i
N ' ) . 1
Uam
UL
Rl wi . ' 1 1M L
ALY
Nu)
411 4 14 o4 o4 1422 ( )
y
Manyant
NMR t " I 1411 A A oA oA )20 0,402
KM Unit pelayanan
XM UNIT FELAYANAN
Keterangas No. Unear Pelayanan
ol 34 . i Lpsnir pedayi iy 11 Iornemnining ere it
NRR - N Tta-Fata 1 Py 1yen
M « Ipudebon Kr 1 Maayarnk 1 ) I il
bl WM TKM et iy 1 Wrnr Kewam 1
\ Iy MR Yertimhy x4 [ Weseminian Prodek | LAt
NHR 7 (AT] i A Ll tagl AL Kung st Petiggns
imbah knewioner yung yert | Porilabn Feeignn 1'%l nmn
NN " NI per a8 1IN 1" ngnilisa
(A \ rana dan Py "

Sangst Baik

¥
woe
), 420
N

98,67
Rats cata
701
"
(L]
Wil
I
Wil
W
B
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3. Dokumentasi Terkait Pelaksanaan SKM (Foto-Foto Pelaksanaan
SKM)

PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA bangga
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL ?935'-“"}-5'—( s

~a-

@) Disdukcapil.sukamara [ pukcapil Sukamara a Dukeapil Sukamara
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DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  ~ e s

e

> Lba
@ PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA BerAKHLAK ?:'Eggni
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PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA bangga
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL -B-j-"ﬂ'-('ié@-( Urc

%) Disdukcapilsukamara [ Dukcapil Sukamara "] Dukcapil Sukamara
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PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA P
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 8-9-!5-.-(5&&5

———— e et S - e

bangga
meiayani
bangsa
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> Lba
PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA er AK!'_l LAK me'E?é’nn

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL e e e bangsa

—
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PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA ? fubangga
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN siplL e AKHLAK Bonghs

P

(@) Disdukcapil.sukamara Dukcapil Sukamara ") Dukcapil Sukamara
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>
PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA bangga
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN sipiL  CerAKHLAK o
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